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I. UMUM 

Bahwa setiap Anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari 

kekerasan yang harus dihormati dan dipenuhi oleh siapapun. Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak, mengamanatkan setiap orang bertanggung jawab 

untuk melindungi Anak dari kekerasan yang dapat mempengaruhi 

kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang anak secara wajar. 

Tindak pidana terhadap Anak bukan hanya menimbulkan 

penderitaan fisik maupun psikis yang mempengaruhi tumbuh kembang 

dan kualitas hidup Anak namun juga menimbulkan kerugian materiil 

maupun immateriil bagi pihak keluarga. Oleh karena itu, UndangUndang 

Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 

23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memberikan perhatian besar 

untuk memberikan perlindungan khusus bagi Anak yaitu perlindungan 

bagi Anak yang berhadapan dengan hukum khususnya Anak korban, 

Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, Anak yang 

menjadi korban pornografi, Anak korban penculikan, penjualan, 

dan/atau perdagangan, Anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis, 

dan Anak korban kejahatan seksual atas penderitaan atau kerugian yang 
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dialami pihak korban dalam bentuk pemberian ganti rugi dari pelaku 

atau Orang Tua pelaku, apabila pelaku merupakan Anak sebagai akibat 

tindak pidana yang dilakukan. 

Selama ini apabila terjadi tindak pidana terhadap Anak, pihak 

korban tidak hanya menanggung sendiri kerugian materiil (yang dapat 

dihitung) dan kerugian immateriil (yang tidak dapat dihitung) antara lain 

kerugian berupa rasa malu, kehilangan harga diri, rendah diri, dan/atau 

kecemasan berlebihan yang bersifat traumatik. Kerugian ini seharusnya 

juga ditanggung oleh pelaku dalam bentuk Restitusi sebagai bentuk ganti 

rugi atas penderitaan yang dialami Anak yang menjadi korban tindak 

pidana maupun pihak korban. 

Restitusi yang harus dibayarkan oleh pelaku tindak pidana 

dimaksudkan selain untuk mengganti kerugian atas kehilangan 

kekayaan, ganti kerugian atas penderitaan sebagai akibat tindak pidana, 

dan/atau penggantian biaya perawatan medis, dan/atau psikologis 

sebagai bentuk tanggung jawab tindak pidana yang dilakukan, juga 

dimaksudkan untuk meringankan penderitaan dan menegakkan keadilan 

bagi Anak yang menjadi korban tindak pidana sebagai akibat terjadinya 

tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana. 

Pemberian Restitusi kepada Anak yang menjadi korban tindak 

pidana harus dilaksanakan secara tepat, tidak salah sasaran, serta tidak 

disalahgunakan. Restitusi harus diberikan dan diterima oleh Anak yang 

menjadi korban tindak pidana atau pihak korban sesuai dengan kerugian 

dan kondisi Anak yang menjadi korban tindak pidana. 

Peraturan Pemerintah ini mengatur mengenai tata cara pengajuan 

dan pemberian Restitusi kepada Anak yang menjadi korban tindak 

pidana, dengan harapan akan memperjelas persyaratan bagi pihak 

korban untuk mengajukan permohonan Restitusi yang dilaksanakan 

sejak kasusnya berada pada tahap penyidikan maupun penuntutan. 

Selain itu, memperjelas penyidik dan penuntut umum untuk membantu 

Anak yang menjadi korban tindak pidana dan pihak korban untuk 

mendapatkan hak memperoleh Restitusi. 

 

II. PASAL DEMI PASAL  

 

Pasal 1 

Cukup jelas. 
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Pasal 2 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Yang dimaksud dengan “anak korban” adalah anak yang belum 

berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan 

fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh 

tindak pidana. 

Pasal 3 

Cukup jelas. 

 

Pasal 4 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Yang dimaksud dengan “lembaga” dalam ketentuan ini antara 

lain LPSK, Lembaga Bantuan Hukum, dan lembaga yang 

menangani perlindungan anak. 

 

Pasal 5 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Huruf a 

Permohonan Restitusi yang diajukan saat proses 

penyidikan, diajukan melalui penyidik. 

Huruf b 

Permohonan Restitusi yang diajukan saat proses 

penuntutan, diajukan melalui penuntut umum. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 
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